
SALINAN I_)

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KEPUI.AUAN SIAU TAGUI.ANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BTARO

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BI.ARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya

pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (21 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2O15 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu membentuk Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan Rapat Pleno

y.rng mana salah satu poinnya menetaFkan Pembentukan

Unit Pengendalian Gratifrkasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum

b
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Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor

0s/PK.o 1-BA / 7 t}g / 2 / 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Unit

Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4I5O);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Mengingat 1.

2.

3.

4.

c.
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Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O23 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

142, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1O8);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

1O. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l tentang

Pembangunan dan Evaluasi 7-ona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9O Tahun 2O2l tentang Pembangunan

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
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Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 4441;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol5

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1695);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O23 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kefa

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 826).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BI.ARO TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifrkasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2023 lerrtang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3

Tahun 2Q22 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungar Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro Nomor 139 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3

Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifrkasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro Nomor 160 Tahun 2023 ter.tang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3

Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandalg Biaro Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SI,AU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPUI/.UAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

PATRAS

*
F(!
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SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN STAU
TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI,ANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRBTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

E PATRAS

NO NAMA JABATAN
JABATAN

DALIIJTI UFG

1 STEVANUS KAARO Ketua Pengarah

2 FIDEL MALUMBOT Anggota Pengarah

J FRISMAR B. S. SIRAMBA Anggota Pengarah

4 IBRAHIM LIHAWA Anggota Pengarah

5 VICRI R. LAHANSANG Anggota Pengarah

6 JAN C. KUMAUNANG Sekretaris Ketua

7 IMELDA M. PATRAS Kepala Sub Bagian Sekretaris

8 FEDRYANUS Z. TENDEAN Kepala Sub Bagian Anggota

9 PREIS B. BULELE Kepala Sub Bagian Anggota

10. PAUL E. TUAMA Kepala Sub Bagian Anggota

11. KURNIA G. LUMINGKEWAS Pelaksana Anggota

12. CERIA M. MAKISURAT Pelaksana Anggota

*
x
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b Bagran Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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